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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyebab strategi politik elektoral gerakan buruh di Korea
Selatan pasca tahun 2004 cenderung tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan menu-
runnya jumlah perolehan kursi oleh partai buruh di parlemen nasional, terjadi faksi-
-faksi dalam internal partai, renggangnya hubungan antara organisasi gerakan buruh
dengan partai, partai tidak mampu memperluas basis dukungan dan juga belum mam-
pu mengakomodir isu-isu kebijakan nasional lainnya. Dalam menjawab pertanyaan
penelitian tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada sum-
ber data-data sekunder. Analisis penelitian ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh
Collins. Menurutnya, terdapat dua aspek yang menentukan sebuah gerakan agar dapat
membentuk partai politik yang berhasil dalam politik elektoral. Kedua aspek tersebut
yaitu kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan.
Penulis berpendapat bahwa penyebab tidak efektifnya strategi elektoral gerakan buruh
di Korea Selatan pasca tahun 2004 adalah adanya hambatan dalam kesempatan politik
yang belum menguntungkan bagi gerakan buruh dan dalam mobilisasi sumber daya.

Kata Kunci: strategi politik elektoral, kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, ge-
rakan buruh, Korea Selatan

ABSTRACT

This research aims to analyze the reason why the electoral political strategies of the
labor movement in South Korea tend to be ineffective after 2004. It can be seen by
the decrease in the number of positions obtained by the labor party in the national
parliament, the internal party factions, the gap between the organization of the labor
movement and the party, the party is unable to expand its support base and to accom-
modate other national policy issues. This research uses a qualitative methods and the
secondary data to answer the research question. The analysis is referred to a research
conducted by Collins. She stated that there are two aspects that determine a movement
inorder to form a successful political party in electoral politics. The two aspects are the
political opportunity and resource mobilization undertaken by the movement.Iargue
that the cause of ineffectivenss in the electoral strategy of labour movement in South
Korea after 2004 were the existence of obstacles in the political opportunity which has
not been favorable for them and in the resource mobilization.

Key words: electoral political strategies, political opportunity, resource mobilization,
labor movement, South Korea
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PENDAHULUAN

Berbeda dengan kelompok sipil lainnya, buruh menempati tempat
khusus di antara kekuatan-kekuatan masyarakat sipil lainnya karena
mereka memiliki kapasitas yang besar dan efektif untuk melalukan
mobilisasi di saat terjadinya krisis pada suatu negara (Valenzuela 1988,
4). Terlebih kelompok buruh melalui aksi-aksinya juga dapat meme-
ngaruhi secara langsung kestabilan ekonomi dan politik suatu negara
(Valenzuela 1988, 4; lihat juga Subono 2007; Azmy 2011). Hal tersebut
sejalan dengan pengalaman gerakan buruh Korea Selatan, yang telah
memperlihatkan bagaimana gerakan buruh dapat menjadi aktor yang
cukup signifikan dalam memengaruhi dinamika ekonomi dan politik
Korea Selatan. Momentum kesuksesan aksi Pemberontakan Sipil Juni
1987 menjadi bukti bahwa gerakan buruh Korea Selatan berhasil meng-
advokasikan kepentingan mereka setelah selama puluhan tahun mereka
dieksklusikan dalam proses perpolitikan negara. Selama puluhan tahun
tersebut pula, buruh berada dalam tekanan represi negara yang diku-
asai oleh rezim pemerintahan militer atas nama stabilitas politik dan
ekonomi negara.

Aksi-aksi protes yang pernah dilakukan gerakan buruh di Korea
Selatan bukanlah aksi tanpa sebab. Aksi protes mereka dikarenakan
adanya pelanggaran atas hak-hak mereka, seperti larangan kebebas-
an dalam berorganisasi, tidak diimplementasikannya undang-undang
perburuhan, dan buruknya kondisi kerja yang mereka alami. Saat era
rezim otoritarian sebenarnya telah ada organisasi gerakan buruh yang
direpresentasikan oleh Federation of Korean Trade Union (FKTU).
Namun organisasi tersebut tidak menjalankan fungsi dan peranannya
untuk membawa kepentingan hak-hak buruh karena dikooptasi oleh
rezim pemerintah yang berkuasa. Barulah setelah tahun 1987, seiring
dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang
lebih demokratis yang didukung melalui jaminan amandemen kon-
stitusi, buruh kemudian dapat turut serta memiliki kebebasan dalam
melakukan pengorganisasian gerakan. Terbukanya era demokrasi di
Korea Selatan, turut serta berpengaruh terhadap perkembangan orga-
nisasi gerakan buruh. Gerakan buruh kemudian memiliki dua payung
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organisasi yakni Federation of Korean Trade Union (FK'TU) dan Korean
Confederation of Trade Unions (KCTU). Sejak dilegalkan pada tahun
1996, KCTU pun tampil sebagai organisasi gerakan buruh yang paling
radikal dan militan, bersamaan dengan transformasi FK'TU yang mulai
memperjuangkan kepentingan kelompok buruh. Kedua organisasi ini
kemudian menjadi aktor utama yang merepresentasikan gerakan buruh
di Korea Selatan.

Dalam keterkaitannya dengan upaya buruh untuk mewujudkan
kepentingan tujuan gerakan mereka, tentu diperlukan sebuah strategi
gerakan yang efektif. Berdasarkan temuan hasil studi Budiman (1987,
11), setidaknya terdapat dua macam sumber kekuatan yang dimiliki oleh
suatu kelompok dalam melakukan perjuangan politik, yakni strategi
mobilisasi massa, yaitu strategi yang digunakan oleh suatu kelompok
dengan menggunakan kekuatan massa dan strategi negara yaitu dengan
berupaya menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan perlawan-
an. Pembentukan partai oleh sebuah gerakan dapat dikatakan menja-
di bentuk dari strategi politik elektoral gerakan sosial yang mana hal
tersebut menjadi bagian dari penggunaan strategi negara seperti yang
dikemukakan oleh Arief Budiman. Pada kasus strategi gerakan buruh
Korea Selatan, memperlihatkan bahwa gerakan buruh di era demokrasi
tidak lagi hanya menggunakan strategi mobilisasi massa saja. Mereka
kemudian juga dapat menggunakan strategi politik elektoral, yakni de-
ngan dibentuknya Korean Democratic Labor Party (KDLP) pada tahun
2000 oleh KCTU. Kwon Young Khil yang merupakan ketua KCTU
saat itu dipilih sebagai ketua partai. Pembentukan partai ini sebagai
respon politik buruh akibat ketidakpuasan mereka akan sikap peme-
rintah dalam menangani krisis ekonomi tahun 1997 (Wilson 2004,
44). Sikap pemerintah yang berkuasa saat itu di bawah kepemimpinan
presiden Kim Dae Jung (1998-2003) memperlihatkan bagaimana upaya
pemerintah untuk menangani krisis pada akhirnya dengan melakukan
kesepakatan politik dan pro dengan kepentingan pasar sehingga me-
rugikan kelompok buruh (Wilson 2004, 44). FKTU pun kemudian
pada tahun 2004 membentuk Green Social Democratic Party (GSDP).

Meskipun terdapat dua partai representasi buruh, namun keduanya
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sama-sama memiliki kesamaan tujuan, yakni mermbawa kepentingan
buruh dalam politik.

Mengacu pada studi Collins (2006) dan juga Yunjong Kim (2012),
penulis mempelajari jika strategi politik elektoral gerakan buruh atau
dalam hal ini yakni partai buruh dikatakan berhasil ketika hubungan
antara gerakan buruh dan partai buruh saling terikat, struktur organisa-
st dalam internal partai kuat dan demokratis, partai dapat memperluas
basis dukungan, terpilihnya kandidat-kandidat mereka dalam pemilihan
umum, serta dapat mengakomodir kepentingan konstituennya dan ke-
lompok masyarakat sipil lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada dina-
mika partai buruh pada tahun 2000-2004. Diawali dengan kemenangan
KDLP dalam pemilihan lokal tahun 2002 dengan memperoleh 8,3 %
suara (Gray 2008, 117). Lalu dalam pencalonan presiden, Kwon Young
Khil memperoleh peningkatan perolehan suara dibandingkan ketika ia
mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden tahun 1997 bersa-
ma People’s Victory 21 (PV21), yang merupakan partai aliansi progresif
yang dibentuk oleh KCTU bersama gerakan sosial lainnya (Wilson
2004, 47). Dalam pemilihan umum presiden tahun 2002 KDLP hanya
mendapatkan 957.148 suara atau 3.9 persen suara (National Election
Commission 2013). Angka ini terbilang lebih tinggi dibandingkan saat
ia menjadi calon kandidat presiden PV21 dengan perolehan 306.026
suara. Kemudian, dalam pemilihan umum parlemen nasional tahun
2004, KDLP menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi ketiga.
Meskipun GSDP gagal dalam pemilihan umum parlemen nasional
tahun 2004 dan pada akhirnya bubar, namun kegagalan GSDP tersebut
tidak menjadi akhir strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selat-
an. Diketahui bahwa sejumlah anggota FKTU pun juga mendukung
KDLP (Choi 2005, 248). Akan tetapi, pasca tahun 2004 justru terlihat
adanya sejumlah persoalan yang memperlihatkan jika strategi politik
elektoral mereka kemudian menjadi cenderung tidak efektif.

Pasca tahun 2004 terlihat bahwa hubungan antara organisasi buruh
dan partai tidak lagi terikat. KC'TU sebagai pendiri KDLP tidak lagi
menjadi aktor pada aktivitas utama partai (Kim 2012, 208). Struktur

internal organisasi buruh dan partai juga tergolong tidak kuat karena
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adanya faksi-faksi dan juga konflik kepemimpinan. Pada tahun 2007,
terjadi puncak konflik faksi dalam internal partai karena adanya faksi
National Liberation di bawah kepemimpinan Kwon Young Khil yang
lebih fokus pada persoalan reunifikasi Korea Utara dan mengutama-
kan agenda anti-Amerika (Juche Ideology). Selain itu, terdapat faksi Pe-
ople’s Democracy di bawah kepemimpinan Shim Sang-jeong yang lebih
mengutamakan permasalahan kesejahteraan sosial dan kebebasan sipil
di Korea Selatan (Hellman 2011, 45). Akibatnya, muncul partai progre-
sif baru lainnya seperti pembentukan New Progressive Party (NPP) pada
tahun 2008 oleh faksi People’s Democracy, lalu disusul Unified Progres-
sive Party (UPP) (2011), dan Progressive Justice Party (2012). KDLP pun
kemudian bubar pada tahun 2011 dan anggotanya terpecah ada yang
bergabung dengan NPP dan UPP.

Persoalan internal partai buruh juga semakin bermasalah dengan
adanya perbedaan sikap antara partai dengan organisasi, seperti sikap
Labor Party (NPP mengganti nama pada tahun 2013), dengan KCTU
dan FKTU (Ryu, wawancara e-mail pada 12 Juni 2017). Partai buruh
Korea Selatan juga tidak bisa memperluas basis dukungan mereka. Hal
ini dibuktikan dengan kecenderungan menurunnya perolehan suara
partai-partai buruh pasca tahun 2004. KDLP sendiri mengalami pe-
nurunan perolehan kursi parlemen nasional dari 10 kursi pada tahun
2004, lalu menjadi 5 kursi pada tahun 2008. Sedangkan, NPP hanya
dapat memperoleh kursi parlemen lokal dan UPP dapat memperoleh
7 kursi parlemen nasional pada tahun 2012 (National Election Com-
mission 2013). Namun, menjelang pemilihan umum 2012, terjadi faksi
dalam internal UPP. Faksi UPP yang memisahkan diri kemudian mem-
bentuk Progressive Justice Party (PJP) yang dipimpin oleh Sim Sang
Jung, sedangkan UPP dipimpin Lee Jung Hee (McGrath 2012). Pada
akhirnya UPP juga bubar pada tahun 2014 karena adanya dugaan in-
teraksi antara anggota UPP dengan pihak Korea Utara, di mana hal ter-
sebut telah melanggar peraturan National Security Law (Valori 2016).
KCTU pun menarik dukungannya untuk UPP pasca skandal tersebut
(McGrath 2012). Akibatnya, buruh tidak lagi memiliki representasi par-

tai dalam parlemen saat itu karena anggota UPP di parlemen kemudian
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menghadapi proses hukum. Sedangkan, menjadi penting bagi partai
buruh untuk dapat memiliki perolehan kursi di parlemen nasional.
Hal tersebut sejalan dengan fungsi parlemen nasional yang merupakan
lembaga representasi rakyat. Kandidat partai buruh Korea Selatan yang
berhasil terpilih dalam parlemen nasional juga terlihat belum dapat me-
wujudkan agenda program partai mereka. Mereka pun akhirnya belum
dapat mengakomodir isu-isu yang menjadi isu kebijakan nasional lain-
nya. Hal ini dibuktikan dengan konsentrasi KDLP yang pada akhirnya
hanya fokus pada isu reunifikasi Korea Utara (Sung 2008).

Dinamika strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan
menunjukkan bahwa pasca tahun 2004 strategi mereka cenderung tidak
efektif. Padahal menjadi penting bagi mereka untuk dapat memperta-
hankan strategi politik elektoral mereka mengingat partai politik dan
sistem kepartaian memiliki peranan penting dalam proses konsolidasi
demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi alat legitimasi
untuk segala bentuk ekspresi politik masyarakat dan mekanisme bagi
perubahan (Bailley 2010, 35-36). Strategi politik elektoral gerakan bu-
ruh dapat menjadi strategi tambahan bagi mereka selain menggunakan
strategi mobilisasi massa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka
penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengapa strategi politik
elektoral gerakan buruh di Korea Selatan pasca tahun 2004 menjadi
cenderung tidak efektif. Penulis berpendapat bahwa persoalan tersebut
pada dasarnya tidak terlepas dari adanya hambatan yang dimiliki oleh
mereka pada era demokrasi, yaitu adanya hambatan dalam kesempatan
politik yang belum menguntungkan bagi gerakan buruh dan dalam
mobilisasi sumber daya. Kedua hal tersebut kemudian berpengaruh

terhadap kemampuan mereka dalam kompetisi politik elektoral.

STUDI LITERATUR

Terdapat sejumlah studi sebelumnya yang membahas mengenai gerak-
an buruh dan partai buruh di Korea Selatan, seperti dalam jurnal yang
ditulis oleh Wilson (2006). Dalam jurnalnya, Wilson membahas bagai-
mana perkembangan gerakan buruh Korea Selatan hingga membentuk
partai buruh yakni KDLP yang kemudian dapat memperoleh kursi
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parlemen nasional. Menurutnya, upaya strategi formal yang dilaku-
kan oleh gerakan buruh dengan pembentukan KCTU dan terlibatnya
buruh dalam “panggung elektoral” membuat kelompok buruh tampil
sebagai kekuatan baru dalam politik Korea Selatan (Wilson 2004, 37).
Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dinamika yang berkembang dalam
strategi politik elektoral gerakan buruh di Korea Selatan yang diwarnai
dengan faksi-faksi yang kemudian mendorong munculnya partai buruh
yang baru, maka studi tersebut tidak lagi cukup memberikan jawaban
untuk menjawab persoalan tersebut.

Literatur lainnya kemudian menunjukkan bagaimana adanya peru-
bahan pada gerakan buruh Korea Selatan di era demokrasi, khususnya
pasca tahun 2004. Pada studi yang dilakukan oleh Nugrahen (2015),
yang secara garis besar memperlihatkan bahwa pasca krisis ekonomi
1997-1998 gerakan buruh mengalami pelemahan. Menurutnya, hal
tersebut disebabkan oleh kebijakan penangan krisis yang disepakati
pemerintah melalui kerja sama dengan International Monetary Fund
(IMF) dan juga dipengaruhi oleh internal gerakan buruh itu sendiri.
Terkait perihal pengaruh neoliberalisme ini juga dibahas oleh Kevin
Gray (2008). Menurutnya, kemenangan KDLP mengandung dua arti
bagi demokrasi di negara-negara dunia ketiga, yakni menjadi cerminan
bahwa adanya ketidakpuasan dan perlawanan terhadap hegemoni neo-
liberalisme di mana upaya perlawanan tersebut datang melalui institusi
politik formal (Gray 2008, 108). Dampak kebijakan neoliberalisme pasca
penanganan krisis ekonomi tahun 1997 dan dominasi Amerika Serikat
berpengaruh terhadap kekuatan gerakan massa yang menjadi terbatas,
sehingga hal tersebut juga menjadi tantangan bagi partai progresif di
Korea Selatan (ibid, 113). Dalam artikelnya Gray juga menyinggung
masalah hubungan antara KDLP dan serikat buruh yang menurutnya
diakibatkan oleh masalah faksi dalam intenal partai (ibid, 119).

Artikel yang ditulis oleh Yeonho Lee dan Yoo-Jin Lim (2006)
memperlihatkan bahwa sebenarnya di balik kemenangan KDLP ada
tantangan yang dihadapi oleh gerakan buruh di Korea Selatan. Lee
dan Lim menganalisis prospek kemenangan KDLP pasca pemilihan
umum 2004. Menurut Lee dan Lim (2006) bahwa kemenangan KDLP
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dikarenakan adanya amandemen undang-undang pemilihan umum
serta pemilih yang memilih KDLP saat itu dan adanya dukungan dari
keberhasilan aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk
mendesak agar dilakukannya amandemen pemilihan umum. Menurut
Lee dan Lim (2006), terdapat tantangan yang dihadapi oleh KDLP di
antaranya legitimasi gerakan buruh itu sendiri dan juga struktur eko-
nomi dan politik Korea Selatan pasca tahun 1997.

Hasil studi Yunjong Kim (2012) menunjukkan bahwa adanya faktor
struktural (cold war dan rezim militer) dan faktor agensi (kepemim-
pinan dan strategi gerakan kelompok sosialis) menyebabkan sosialisme
tidak dapat berkembang di Korea Selatan, khususnya pasca Perang
Korea tahun 1945-2007. Dalam tulisannya tersebut, ia juga melihat
pula perkembangan KDLP sejak tahun 2000-2007 sebagai bagian
dari gerakan sosialisme Korea Selatan di era demokrasi. Ia berpenda-
pat bahwa KDLP sebagai partai berideologikan sosialisme telah gagal
dalam upayanya untuk dapat memenangkan parlemen sebagai akibat
dari faksi dalam partai yang didominasi oleh faksi National Liberation
yang berideologikan sosialis radikal, yang hanya fokus pada masalah
reunifikasi Korea Utara (2012). Akibatnya, mereka mengesampingkan
gagasan sosialisme demokrat yang semula menjadi ideologi partai dan
mereka tidak mampu memperluas basis dukungan serta mengembang-
kan aliansi mereka.

Dari studi-studi tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun hasil studi
yang ada memang telah menyinggung persoalan gerakan buruh dalam
politik elektoral, namun cenderung mengabaikan bahwa bagaimanapun
persoalan tersebut tidak terlepas dari kapasitas internal gerakan buruh
dalam menggunakan strategi yang digunakan. Studi-studi yang telah
ada juga turut menyinggung masalah internal partai buruh dan juga
gerakan buruh. Namun, pembahasan dalam studi-studi tersebut cen-
derung kurang menghubungkan bahwa persoalan yang dimiliki oleh
gerakan buruh kemudian berpengaruh terhadap keberhasilan partainya.
Studi-studi yang telah ada tersebut juga masih sebatas menekankan
bahwa persoalan gerakan buruh di Korea Selatan pada era demokrasi

sebagai implikasi dari perubahan ekonomi dan politik. Penulis meli-
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hat bahwa hal tersebut tidak menjadi satu-satunya faktor tunggal atau
dominan yang menentukan keberhasilan gerakan buruh dalam politik
elektoral.

Berkaca pada proses keberhasilan KDLP mencapai kursi parlemen
pada tahun 2004, penulis memaknai bahwa setidaknya gerakan buruh
di Korea Selatan mampu menghadapi dampak negatif dari kondisi per-
ubahan ekonomi dan politik dengan penguatan kapasitas internal ge-
rakan mereka. Jika memang keberhasilan partai buruh di Korea Selatan
saat itu karena adanya perubahan sistem pemilihan umum dan respon
pemilih (Lee dan Lim 2006), maka patut dipertanyakan mengapa dari
beberapa partai yang tergolong sebagai partai baru yang turut serta pada
pemilihan umum tahun 2004 (National Election Commision 2013) ha-
nya KDLP yang mampu memperoleh kursi parlemen nasional. Berda-
sarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dengan menggunakan
perspektif gerakan sosial yang dalam hal ini terkait dengan kemampuan
gerakan sosial dalam kompetisi politik elektoral, maka dapat menjawab
persoalan yang terjadi pada strategi politik elektoral gerakan buruh di
Korea Selatan. Tanpa menegasikan hasil temuan studi-studi yang telah
ada sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk melengkapi temuan
studi-studi sebelumnya dengan menganalisis persoalan tersebut melalui
aspek kapabilitas gerakan buruh dalam politik elektoral.

GERAKAN BURUH DAN STRATEGI
POLITIK ELEKTORAL

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis merujuk pada studi
yang dilakukan oleh Collins yang membahas mengenai keterikatan
antara gerakan sosial dengan partai politik yang dalam hal ini dapat
dikatakan merupakan bentuk dari strategi politik elektoral gerakan so-
sial. Dalam studinya, Collins (2006) menganalisis apa yang mendorong
dan menghambat gerakan sosial berpartisipasi dalam politik elektoral.
la menganalisisnya dari sisi kemampuan gerakan sosial, karena menu-
rutnya jika menggunakan kerangka teoritis dari teori-teori terkait partai
politik dan sistem kepartaian saja, maka hanya dapat memberikan sedi-
kit alasan kalau gerakan sosial dapat berhasil dalam membentuk partai
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politik (ibid, 24). Ia pun kemudian menyebut partai yang dibentuk oleh
gerakan sosial dengan partai gerakan sosial (social movement parties).
Menurutnya, bahwa sebagian besar ilmuwan begitu pesimis terhadap
kemampuan gerakan sosial dalam kompetisi politik elektoral (ibid, 20-
21), padahal terdapat pula gerakan sosial yang bisa berhasil.

Dengan studi perbandingan politik, Collins mencoba membangun
kerangka teoretis berdasarkan pada teori gerakan sosial, partai politik
dan demokrasi untuk menjawab mengapa partai gerakan adat di Eku-
ador dapat berhasil lebih dahulu dibandingkan dengan partai gerakan
adat di Bolivia yang padahal keduanya memiliki karakteristik politik
yang sama. Kemunculan partai gerakan sosial ini dapat dikategorikan
sebagai model partai baru karena karakteristiknya yang berbeda de-
ngan partai yang telah ada sebelumnya (partai tradisional) (ibid, 6).
Kemunculan partai gerakan sosial pun dapat mendorong konsolidasi
demokrasi karena karakteristiknya yang bersifat akar rumput, mengan-
dalkan internal organisasi yang demokratis dan hubungannya dengan
gerakan sosial, di mana semua hal tersebut dibutuhkan untuk menda-
patkan dukungan masyarakat secara luas di saat partai tradisional yang
cenderung mengandalkan relasi klientelistik (ibid, 58-59).

Hasil studi Collins (2006) memperlihatkan bahwa gerakan sosial
memiliki kemampuan untuk dapat membentuk partai gerakan sosial
yang sukses dalam kompetisi arena politik elektoral. Partai gerakan so-
sial ini merupakan partai yang dibentuk oleh organisasi gerakan sosial
dan ketika telah terbentuk partai pun tetap mempertahankan hubung-
annya dengan organisasi gerakan sosial (ibid, 20). Pengalaman partai
gerakan adat di Ekuador, yakni Pachakutik, yang dapat sukses meme-
nangkan pemilihan umum sejak dibentuk tahun 1996, membuktikan
bahwa gerakan sosial yang membentuk partai dapat membawa aktor
baru dalam arena politik, membawa inovasi baru dalam praktik politik
dan menawarkan agenda program yang bersifat programatik atau tidak
membawa kepentingan elit tertentu (ibid, 43). Meskipun terdapat pula
partai gerakan sosial yang gagal, namun hal tersebut bukan berarti
bahwa gerakan sosial tidak dapat berhasil dalam politik elektoral. Ka-

renanya, Collins berpendapat bahwa untuk menjelaskan kemunculan
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partai gerakan sosial dalam kompetisi politik elektoral, yang dalam hal
ini diartikan bukan hanya sekedar dapat membentuk partai saja, namun
dapat memiliki partai yang berhasil dalam kompetisi politik elektoral,
tidak terlepas dari adanya struktur kesempatan politik yang mengun-
tungkan bagi gerakan sosial, dan juga tergantung dari mobilisasi sum-
ber daya yang dimiliki oleh gerakan sosial untuk kompetisi elektoral.
Dari studi Collins, konsepsi mengenai struktur kesempatan politik
yang menguntungkan gerakan sosial ini dapat dilihat melalui peru-
bahan volatilitas politik, perubahan sistem baru yang berkelanjutan,
dan juga konteks struktur ekonomi dan politik. Pembahasan mengenai
volatilitas politik yaitu perubahan pemilih dalam pemilihan umum dari
satu partai ke partai lainnya dan bangkitnya partai-partai baru dan ada-
nya kandidat independen yang berhasil melawan dominasi partai sebe-
lumnya (ibid, 24). Lalu yang dimaksud dengan perubahan sistem baru
yaitu perubahan sistem politik yang terjadi secara berkelanjutan seperti
melalui perubahan konstitusi, yang dapat menjadi akses peluang bagi
partai baru untuk dapat bersaing dengan partai sebelumya. Kemudian
konteks struktur ekonomi dan politik gerakan sosial yaitu merupakan
faktor struktural terkait ekonomi dan politik yang ada pada suatu negara
yang dimana kondisi ini berpengaruh terhadap gerakan sosial.
Pengalaman partai gerakan adat di Ekuador yang berhadapan de-
ngan partai tradisional yang secara struktur organisasi tergolong kurang
baik, tidak akar rumput dan mengandalkan relasi patron klien untuk
mendapatkan dukungan serta unggul dalam sumber daya keuangan,
tentu partai gerakan sosial sangat diuntungkan dengan kondisi tersebut
(ibid, 52). Maka dia pun berpendapat bahwa gerakan sosial seharus-
nya dapat tampil memanfaatkan kelemahan partai tradisional tersebut
dengan pengorganisasian gerakan. Namun di satu sisi partai gerakan
ini lemah secara sumber daya, maka dari kasus partai gerakan adat
di Ekuador dan Bolivia, Collins menemukan bahwa setidaknya terda-
pat sumber daya yang diperlukan oleh gerakan sosial untuk mengatasi
persoalan tersebut. Collins mengklasifikasikannya ke dalam dua jenis
sumber daya yang dibutuhkan oleh gerakan sosial dalam politik elek-

toral. Berikut ini tabel penjabaran dari klasifikasi tersebut.
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Tabel 1

Klasifikasi Sumber Daya Gerakan Sosial Dalam Politik Elektoral
Kekuatan eksternal Kekuatan internal
(Outward Strength) (Internal Strength)
Gerakan sosial masuk ke dalam organisasi  Gerakan sosial harus bersifat otonom dari
level nasional negara dan aktor politik lainnya
Adanya pengakuan secara nasional Adanya kesamaan identitas kolektif yang

kuat

Gerakan sosial memiliki reputasi sebagai ~ Hubungan yang kuat dalam organisasi
aktor yang penting dalam isu politik antara anggota (grassroots) dengan
nasional. Dalam hal ini gerakan harus pemimpin gerakan

dapat memperhatikan isu-isu lainnya,
tidak boleh hanya untuk kepentingan
konstituennya saja

Keberhasilan dalam merespons sumber
daya masyarakat

Sumber: Telah diolah kembali dari Collins (2006, 54-55).

Komponen yang terdapat pada sumber daya kekuatan eksternal meru-
pakan komponen yang menentukan kemampuan gerakan sosial untuk
dapat memperoleh dukungan massa alternatif, dalam arti bukan hanya
dari basis gerakan saja (Collins 2006, 53). Menurut Collins, agar gerak-
an sosial berhasil dalam kompetisi elektoral maka diperlukan organisasi
gerakan sosial skala nasional, organisasi dan pemimpinnya diakui secara
nasional, dan gerakan harus dapat membentuk dirinya sebagai aktor
yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu skala nasional yang
ditujukan untuk menunjukkan jika mereka memiliki kesamaan visi
politik dan agenda dengan masyarakat secara luas. Semua hal tersebut
dibutuhkan agar dapat memiliki suara dukungan dari pemilih.
Kemudian terkait sumber daya internal, dibutuhkan gerakan sosial
yang otonom supaya ketika partai gerakan berhadapan dengan negara
dan partai politik, maka mereka tidak memberikan pengaruhnya de-
ngan menjauhkan gerakan sosial dengan partai yang terbentuk. Selain
itu, gerakan sosial harus dapat membentuk kesamaan identitas kolektif
yang kuat, identitas yang menguntungkan mereka dalam kompetisi
elektoral dan hal ini dapat dilihat dari sejarah pembentukan mereka.
Dibutuhkan pula struktur organisasi yang baik, yang kunci utamanya
yaitu akuntabilitas dan komunikasi antara pemimpin gerakan dan ang-
gotanya (ibid, 59-60). Setidaknya, terdapat tiga kemampuan organisasi
yang harus dimiliki gerakan yaitu hubungan yang kuat dan komunikasi
yang sejalan antara pemimpin dan anggota, pemimpin yang akuntabel
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dan dapat mencegah monopoli kepemimpinan, serta dapat menyelesai-
kan konflik internal yang terjadi (ibid, 66). Dan terakhir, kemampuan
partai gerakan untuk dapat merespons kebutuhan material masyarakat
agar dapat menawarkan gagasan yang berbeda dengan partai politik
lainnya. Dengan begitu, partai gerakan akan mendapat dukungan tidak
hanya dari konstituennya saja, tetapi dari masyarakat secara luas.
Komponen mobilisasi sumber daya kekuatan eksternal dan inter-
nal ini dapat dimaknai bahwa untuk menganalisis kesuksesan partai
gerakan sosial dalam politik elektoral ini tidak hanya ditentukan oleh
faktor struktur kesempatan politik saja. Sebagaimana hasil studi Collins,
bahwa mobilisasi sumber daya ini menjadi komponen yang mendukung
gerakan sosial untuk menghadapi hambatan pada struktur kesempatan
politik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan partai gerakan adat
di Ekuador yang lebih dahulu berhasil dibandingkan dengan partai
gerakan adat di Bolivia, padahal keduanya memiliki kesamaan dalam
kesempatan politik. Meskipun Collins menggunakan pengalaman ge-
rakan adat di Amerika Latin untuk membangun kerangka teoritis partai
gerakan sosial, penulis melihat bahwa gerakan buruh juga tergolong
sebagai gerakan sosial. Karenanya, meskipun terdapat beberapa per-
bedaan antara gerakan adat dan gerakan buruh, namun hal tersebut
tidak menjadikan bahwa kerangka teoritis partai gerakan sosial ini tidak
dapat diaplikasikan untuk menganalisis partai buruh. Pemikiran Col-
lins mengenai partai gerakan sosial ini dapat diaplikasikan pada studi
kasus penelitian ini karena penelitian ini juga ditujukan untuk melihat
apakah strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan dapat
efektif, dan juga menganalisis mengapa kondisi tersebut dapat terjadi.
Untuk mengetahui bagaimana struktur kesempatan politik yang
dimiliki gerakan buruh Korea Selatan ini akan dilihat dari sejumlah
persoalan yang terkait dengan perpolitikan Korea Selatan, yakni perihal
regionalisme, National Security Law dan neoliberalisme. Pembahasan
regionalisme ini menjadi penting untuk dianalisis karena sangat terkait
dengan persoalan volatilitas politik Korea Selatan. Selain itu juga akan
dianalisis mengenai perihal keberadaan National Security Law di era

demokrasi karena persoalan yang sangat terkait dengan kebebasan bagi
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seluruh elemen masyarakat dalam berpolitik. Lalu, pada aspek konteks
struktur ekonomi dan politik di Korea Selatan, akan dilihat melalui per-
ubahan model pembangunan ekonomi yang diimplementasikan oleh
Korea Selatan yang dalam hal ini akan fokus pada perubahan kebijakan
ckonomi pemerintah pasca tahun 1997. Dari pembahasan ketiga aspek
tersebut, nantinya akan memperlihatkan apakah struktur kesempatan
politik yang dimiliki gerakan buruh Korea Selatan menguntungkan
mereka atau tidak.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana mobilisasi sumber daya
gerakan buruh Korea Selatan, dapat dilihat dari struktur internal or-
ganisasi KCTU dan FKTU serta partai buruh. Selain itu juga dilihat
sumber daya lainnya seperti ideologi gerakan dan partai buruh, pro-
gram agenda kebijakan mereka dan rekam jejak mereka dalam meng-
artikulasikan program mereka. Sumber daya tersebut dapat digunakan
untuk menganalisis bagaimana mobilisasi sumber daya gerekan buruh
Korea Selatan yang kemudian diklasifikasikan kedalam aspek sumber
daya kekuatan eksternal dan juga internal. Dari pembahasan tersebut
dapat dilihat bagaimana mobilisasi sumber daya gerakan buruh Korea
Selatan khususnya pada era demokrasi.

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan me-
tode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang
mengutamakan pada intrepretasi atau pemaknaan dari peneliti pada
data yang diperoleh (Creswell 2010, 261-263). Terkait dengan tujuan
dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat penelitian eksplanatif
karena penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan dua aspek dari
suatu fenomena (Kumar 2011, 31-32), yakni gerakan buruh dan politik
elektoral. Kemudian jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kasus
karena penelitian ini fokus kasus yang menjadi topik permasalahan di-
batasi oleh rentan waktu tertentu (Kumar 2011, 96). Pemilihan periode
tahun 2004-2014 dikarenakan pada periode tersebut menjadi titik mo-

mentum untuk pertama kalinya gerakan buruh memiliki representasi
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dalam parlemen, hingga dibubarkannya UPP oleh pemerintah pada
tahun 2014.

Kemudian pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
jenis sumber data sekunder yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan
untuk memperoleh data dan informasi terkait suatu fenomena sosial
yang diamati dengan bersumber pada penelitian sebelumnya yang me-
miliki data yang relevan, rekaman pribadi seperti buku harian, media
massa seperti artikel berita online, dan data publikasi pemerintah yang
dalam penelitian ini seperti laporan hasil pemilihan umum (Kumar
2011, 156). Data sckunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu
sumber data yang terkait kajian perburuhan di Korea Selatan. Lalu pe-
neliti juga melakukan wawancara melalui e-mail dengan Junghee Ryu,
representasi juru bicara dari Labor Party, di mana hasil wawancara ini
digunakan untuk mengkonfirmasi temuan data sekunder sebelumnya
yang digunakan penulis dalam analisis pembahasan. Wawancara mela-
lui e-mail dilakukan mengingat adanya keterbatasan terkait waktu dan
biaya dalam melakukan penelitian ini. Pengolahan data pada penelitian
ini dilakukan dengan interpretasi data dan juga melakukan kategorisasi
dari sumber data sekunder yang telah diperoleh kedalam tema-tema
yang telah dibuat.

PERSOALAN VOLATILITAS POLITIK DI KOREA SELATAN

Fra demokrasi di Korea Selatan faktanya masih menghadapi persoalan
yang tidak terlepas dari tatanan politik pada rezim sebelumnya. Persoal-
an tersebut seperti perihal sistem kepartaian dan juga pemilihan umum
yang kemudian menyebabkan volatilitas politik di Korea Selatan tergo-
long lemah. Sistem kepartaian di Korea Selatan tergolong masih meng-
alami instabilitas karena masih adanya kepentingan personal atau indi-
vidu yang terpilih, masih adanya pengaruh politik regionalisme, model
pemilihan umum sistem campuran yang masih membatasi munculnya
partai-partai kecil dalam kompetisi elektoral dan masih adanya penga-
ruh kepentingan Amerika Serikat yang turut memengaruhi kebijakan
yang dibuat pemerintah, dalam hal ini misalnya terkait perihal Korea
Utara (Bailey 2010, 43-46). Terkait persoalan volatilitas politik di Korea
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Selatan, masalah regionalisme tentu merugikan buruh dalam kompetisi
elektoral. Kekalahan PV21 yang diketuai oleh ketua KCTU saat itu
yakni Kwon Young-Khil pada tahun 1997, serta kekalahan KDLP pada
pemilihan umum parlemen nasional tahun 2000 dapat dikatakan juga
sebagai akibat dari persoalan regionalisme. Adanya regionalisme yang
berkembang dalam politik Korea Selatan, membuat buruh harus dapat
melawan dominasi-dominasi partai yang mendominasi wilayah-wilayah
tertentu. Sedangkan, masalah terkait sistem kepartaian dan pemilihan
umum tersebut merupakan persoalan yang tidak mudah bagi partai
gerakan sosial karena seperti menurut Collins bahwa mereka sendiri
cenderung masih lemah secara finansial.

Pemerintah telah berupaya mengatasi regionalisme dalam politik
Korea Selatan dengan melakukam amandemen undang-undang pemi-
lihan umum. Sejak tahun 2004 sistem pemilihan umum Korea Selatan
yang semula menerapkan model pemilihan single-member electoral sy-
stem atau memilih berdasarkan sistem distrik saja, kemudian menjadi
two vote mixed system, yakni juga disertai dengan adanya sistem pro-
porsional (Lee dan Lim 2006, 317-318). Menurut Lee dan Lim (2006)
adanya amandemen ini menjadi salah satu faktor yang mendukung
keberhasilan KDLP dalam pemilihan umum parlemen nasional ta-
hun. Meskipun demikian, model sistem pemilihan campuran seperti
itu sebenarnya masih turut membatasi partai-partai baru untuk tampil
melawan dominasi perolehan suara dari partai-partai yang telah ada
sebelumnya. Dapat dilihat bagaimana partai konservatif dan partai li-
beral selalu tampil menjadi dua partai yang mendominasi politik Korea
Selatan sejak lama. Akibatnya, partai buruh sebagai partai baru pun
hanya sebatas menjadi partai minoritas. Dengan masih adanya masa-
lah regionalisme dan model sistem pemilihan umum yang ada, tentu
menghambat partai buruh sebagai partai baru untuk dapat melawan
dominasi partai-partai yang telah ada sebelumnya.
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PERDEBATAN NATIONAL SECURITY LAW
DAN DEMOKRASI DI KOREA SELATAN

Pasca tahun 1987, kita dapat lihat bagaimana demokratisasi di Korea
Selatan berkembang baik serta didukung dengan sejumlah program
kebijakan presiden yang ditujukan untuk mendorong kebebasan masya-
rakat sipil. Sebagaimana menurut Su Hoon-Lee (1993), bahwa sejak era
transisi demokrasi Korea Selatan yaitu tahun 1987-1992, kita dapat lihat
adanya perubahan yang terjadi pada politik Korea Selatan. Perubahan
tersebut dibuktikan dengan adanya liberalisasi atau rezim yang terbu-
ka, aktivasi masyarakat sipil, dan melemahnya kapasitas negara untuk
menghadapi situasi tertentu (Lee 1993, 365). Perubahan tersebut men-
jadi akses bagi gerakan buruh untuk masuk ke dalam institusi politik.
Menurut Collins (2006) ketika sistem untuk masuk ke dalam institusi
politik semakin terbuka, maka hal ini menjadi kesempatan bagi sebuah
gerakan sosial dalam kompetisi elektoral. Namun pada kasus gerakan
buruh di Korea Selatan nyatanya mereka belum sepenuhnya memiliki
kebebasan untuk berekspresi dalam politik.

Keberadaan National Security Law masih menjadi hambatan bagi
kebebasan gerakan buruh, serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Na-
tional Security Law menjadi salah satu bentuk kebijakan keamanan
yang masih diwarnai dengan polemik tuntutan dari sejumlah masya-
rakat agar dihapus karena sarat akan disalahgunakan oleh kepentingan
segelintir elite konservatif dan melanggar hak asasi (Kraft 2006, 628).
Permasalahan dalam undang-undang ini yaitu pemberian sanksi bagi
pihak yang termasuk simpatisan, pihak yang mendorong, serta pihak
yang menyebarkan dan berkerjasama dengan mereka yang tergolong
kelompok anti negara akan dikenai hukumam penjara (Kraft 2006,
629). Berkaca pada kasus keputusan pengadilan untuk membubarkan
UPP pada tahun 2014 dan bagaimana pemerintahan rezim otoritari-
an menggunakan undang-undang ini untuk membungkam kelompok
oposisi, maka keberadaan peraturan tersebut jelas menghambat kebe-
basan ekspresi dalam berpolitik di Korea Selatan. Gerakan buruh tentu
terancam dengan adanya undang-undang ini karena mereka dianggap
sebagai gerakan radikal dan militan, yang kerap kali melakukan aksi
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massa yang selalu diwarnai kericuhan. Gagasan ideologi sosialis mereka
dianggap begitu kontras dengan ideologi yang dianut oleh Korea Se-
latan. Bahkan dalam tubuh gerakan buruh juga partai buruh diwarnai
dengan adanya kelompok nasionalis kiri yang menginginkan adanya
dialog untuk reunifikasi dengan Korea Utara. Partai buruh sebagai
representasi partai kiri pun tentu sangat rentan akan sanksi dari un-
dang-undang ini. alih-alih memberikan keamanan bagi masyarakat,
keberadaan undang-undang ini justru mengancam kebebasan masyara-
kat sipil serta kelompok oposisi. Persoalan mengenai National Security
Law yang menghambat demokrasi di Korea Selatan, membuat partai
buruh tentu menjadi tidak mudah untuk membawa gagasan mereka da-
lam kontestasi politik Korea Selatan. Padahal, keberadaan partai buruh
ini sangat penting untuk membawa representasi buruh dalam politik
ditengah perpolitikan Korea Selatan yang didominasi oleh elit-elit dari
partai politik yang telah ada sebelumnya.

STRUKTUR EKONOMI DAN POLITIK KOREA SELATAN
PASCA TAHUN 1997: DARI DEVELOPMENTAL
STATE MENJADI NEOLIBERALISME

Krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan pada tahun 1997, menjadi
tittk momentum perubahan struktur ekonomi dan politik Korea Selatan
yang semula menerapkan model developmental state, kemudian mene-
rapkan model pembangunan neoliberalisme yang dibuktikan dengan
adanya restrukturisasi sektor keuangan, korporasi serta pasar tenaga
kerja (Pirie 2008, 10). Restrukturisasi ini membuat adanya perubahan
hubungan antara negara dan kelompok chaebol, yang kemudian tampil
menjadi aktor yang otonom. Sebelumnya, kesuksesan pembangunan
ckonomi Korea Selatan tidak terlepas dari adanya peranan negara se-
bagai aktor dalam perekonomian yang sejalan dengan kebijakan de-
velopmental state, seperti kebijakan Export Oriented Industrialisation
(EOI), dan pembentukan economic Planning Board (EPB) pada era
kepemimpinan Park Chung Hee. Namun seiring dengan kesuksesan
pembangunan ekonomi, desakan untuk mewujudkan pemerintahan

yang demokratis juga semakin menguat. Kondisi ini sebenarnya sangat
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terkait dengan perkembangan kelompok kelas menengah, yang kemu-
dian mulai tampil menjadi aktor yang otonom dan kemudian menarik
dukungannya terhadap gerakan buruh pasca koalisi mereka dalam aksi
tahun 1987 (Jee 2007, 137).

Selain itu model developmental state kemudian juga dihadapi de-
ngan perkembangan globalisasi. Hal tersebut menjadi tantangan karena
ada tuntutan bagi seluruh aktor yang menjadi bagian dalam proses
sosial (individu, masyarakat dan negara) untuk mengadopsi serta ber-
adaptasi dengan standar global dengan mengikuti norma-norma yang
telah disepakati secara global dan dituntut untuk meningkatkan daya
saing internasional melalui kompetisi yang tidak mengenal batasan
wilayah (Winanti 2003, 182). Di satu sisi, era demokrasi menuntut
adanya liberalisasi baik secara ekonomi dan juga dalam politik. Hal
ini kontras dengan model developmental state, khususnya yang terjadi
di Korea Selatan. Oleh karena itu, negara tidak lagi diharapkan untuk
melakukan proteksi terhadap perekonomiannya, sebagaimana kebijakan
developmental state yang digagas oleh Park Chung Hee.

Dampak restrukturisasi kebijakan ekonomi neoliberalisme bagi bu-
ruh Korea Selatan ini menurut Jung Young Tae menyebabkan peng-
angguran semakin meningkat karena mekanisme perekrutan kerja tidak
tetap, ketidakamananan kerja, serta menyebabkan distribusi pendapatan
menjadi tidak merata, atau timpang (Tae 2000, 269). Persoalan tersebut
kemudian menurutnya berakibat pada lemahnya kapasitas organisa-
sional kelas pekerja, serta menyebabkan mereka jadi fokus lagi pada
sebatas masalah keamanan kerja, ekonomi dan kondisi kerja, sehingga
menghilangkan peranan mereka untuk terlibat aktif dalam proses dee-
pening democracy (Tae 2000, 270). Selain itu, kebijakan pembangunan
ekonomi pemerintah ini juga telah membentuk divisi kelas pekerja
dan pembelahan sosial di Korea Selatan semakin beragam (Jee 2007,
137-138). Jika mengacu pada dimensi pembagian kesadaran kelas me-
nurut Jee (2007, 139), bahwa di Korea Selatan terdapat dua kelas yakni
kelompok Anti Bisnis dan kelompok Bisnis Besar. Ketidakmungkinan
kelompok Bisnis Besar untuk bergantung lagi dengan negara, membu-
at mereka memanfaatkan Federation of Korean Industries (FKI) untuk
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melakukan lobby dan mereka pun turut diuntungkan dengan adanya
pembentukan partai koalisi konservatif pada tahun 1990-an (Jee 2007,
139-140).

Momentum pasca krisis ekonomi tahun 1997 menjadi titik per-
ubahan kebijakan ekonomi Korea Selatan. Di saat yang bersamaan,
negara ini juga sedang dalam proses deepening democracy (Lee dan
Lim 2006, 309), dan di sisi lain juga sedang berupaya untuk melibat-
kan partisipasi seluruh elemen masyarakat sipil dalam proses politik.
Dapat dilihat bagaimana kebijakan restrukturisasi ekonomi Kim Dae
Jung (1998-2003) yang tetap berupaya mengakomodir kelompok buruh
melalui pembentukan komisi tripartit. Padahal kondisi krisis ekonomi
yang dihadapi Korea Selatan serta tantangan globalisasi yang juga te-
ngah dihadapi, tentu menjadi hal yang sulit bagi pemerintah untuk
dapat merealisasikan desakan buruh yang menentang restrukturisasi
ckonomi yang menekankan pada pengurangan intervensi negara mela-
lui fleksibilitas pasar. Lalu, Presiden Roh Moo Hyun (2003-2008) dalam
kampanyenya juga kembali berupaya mewujudkan gagasan reformasi
sosial dengan melibatkan representasi buruh dan aktivis sosial lainnya
ke dalam komite persiapan agenda kebijakan reformasi sosial yang di-
gagasnya (Lee & Lim 2006, 327). Namun ketika ia terpilih kemudian
ia sendiri tidak mampu mewujudkan gagasannya tersebut (Kim 2007,
364). Dari kedua era kepemimpinan presiden yang berasal dari partai
liberal tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka pun pada akhirnya
menjalankan ekonomi yang sejalan dengan agenda restrukturisasi,
meskipun bila dilihat dalam hubungan industrial pada era Roh Moo
Hyun pemerintah tergolong lebih pro dengan kepentingan kelompok
buruh atau dapat dikatakan lebih memfasilitasi mobilisasi sumber daya
buruh dan memberikan mereka partisipasi yang lebih dibandingkan era
Kim Dae Jung (Lee & Lim 2006, 327). Pada era kepemimpinan Roh
Moo Hyun pemerintah kembali menjadi mediator dalam penyelesaian
konflik antara buruh dan pengusaha, hal yang berbeda pada saat era
kepemimpinan Kim Dae Jung (ibid, 324-325).

Hal yang bertolak belakang terlihat pada pengalaman gerakan bu-
ruh di bawah kepemimpinan Lee Myung Bak (2008-2013) dan Park
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Geun Hye (2013-2017) yang memperlihatkan bagaimana gerakan buruh
dan partai buruh sulit untuk membawa atau pun mewujudkan program
partai mereka ke dalam parlemen. Sebagai kandidat yang berasal dari
partai konservatif, kemenangan mereka sebagai presiden dan dominasi
anggota partai mereka dalam parlemen semakin menyulitkan partai
buruh dalam membangun aliansi. Terlebih, partai konservatif ini se-
ringkali membawa kebijakan ekonomi yang mengabaikan kepentingan
buruh. Dan hal ini dibuktikan ketika Lee Myung Bak menganggap
aktivitas demonstrasi dan mogok kerja buruh sebagai aktivitas yang ile-
gal. Lee Myung Bak sendiri bahkan membuat kebijakan ekonomi yang
pro pengusaha besar seperti deregulasi pajak yang membuat pengusaha
mendapatkan untung lebih banyak dan mengadopsi kebijakan yang
menekan kebebasan aksi mogok gerakan buruh (Shin 2012, 304). Kon-
testasi politik Korea Selatan, khususnya pada tahun 2004-2014 memper-
lihatkan bahwa tidak adanya aktor politik yang potensial untuk dapat
mendukung kesuksesan partai buruh di Korea Selatan. Padahal dengan
kondisi peta kekuatan politik di Korea Selatan yang seperti itu tentu
menjadi penting bagi gerakan buruh untuk dapat memiliki aliansi.
Dari perubahan kondisi struktur kelas ini, maka dapat disimpulkan
bahwa perubahan ekonomi politik Korea Selatan pasca penanganan
krisis ekonomi tahun 1997, nyatanya belum menjadi kesempatan bagi
buruh untuk tampil menjadi kekuatan politik baru melawan dominasi

dari kelompok konservatif yang didukung oleh kelompok Bisnis Besar.

PERSOALAN MOBILISAST SUMBER DAYA KEKUATAN
EKSTERNAL GERAKAN BURUH KOREA SELATAN

Konsepsi mengenai sumber daya kekuatan eksternal gerakan sosial yang
dibutuhkan dalam kompetisi politik elektoral, yakni sejumlah kompo-
nen yang dibutuhkan gerakan sosial untuk mendapatkan dukungan
dari seluruh elemen masyarakat (Collins 2006, 53). Sejumlah kompo-
nen tersebut yaitu pembentukan organisasi gerakan sosial skala nasi-
onal, eksistensi gerakan dalam masyarakat terkait pengakuan gerakan
dan pemimpinnya, serta gerakan sosial harus menunjukkan visi dan

agenda politik mereka ke masyarakat bahwa mereka memilki. Pada
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kasus gerakan buruh Korea Selatan, dapat dilihat bahwa buruh memi-
liki representasi organisasi gerakan skala nasional melalui keberadaan
FKTU dan KCTU. Adanya dua payung organisasi gerakan buruh skala
nasional ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan organisasi gerak-
an buruh di Korea Selatan. Mulanya, representasi organisasi gerakan
buruh hanya direpresentasikan oleh FKTU. FKTU sendiri merupakan
organisasi buruh yang dibentuk oleh pemerintahan rezim otoritarian
Park Chung Hee. Tidak mengherankan jika kemudian keberadaannya
dikooptasi oleh pemerintah yang berkuasa. Sikap FKTU pun cende-
rung lebih mendukung kebijakan pemerintah yang sebenarnya ber-
tentangan dengan perlindungan hak-hak buruh. Bersamaan dengan
jaminan kebebasan berorganisasi bagi seluruh elemen masyarakat sipil,
lalu kelompok buruh lainnya untuk membentuk organisasi buruh yang
independen yakni KCTU.

Keberadaan KCTU sebagai organisasi buruh yang akar rumput,
mendorong FKTU untuk melakukan reformasi dalam internal organi-
sasi mereka (Choi 2006, 54). Keputusan FKT'U tersebut tidak terlepas
dari stratusnya sebagai legacy union yaitu bahwa organisasi serikat yang
dibentuk pemerintah saat era rezim otoritarian akan tetap berupaya
bertahan untuk mempertahankan pengaruhnya pada era demokrasi
dengan melakukan reformasi dalam internal gerakan (Maydom, Gat-
to dan Fedorowycz 2014, 19). Hal tersebut sangat mungkin memang
terjadi karena pada era demokrasi, mereka memiliki kebebasan untuk
berorganisasi. Perubahan FKTU juga dapat dilihat dengan keikutserta-
annya pada aksi demonstrasi tahun 1996 yang mendesak pemerintah-
an Kim Young Sam agar segera melegalkan KCTU sebagai organisasi
gerakan buruh tingkat nasional dan pada aksi kolektif buruh dalam
menentang kebijakan ekonomi Kim Dae Jung untuk mengatasi krisis
ckonomi tahun 1997. Sejak ditetapkannya FKTU dan KCTU sebagai
payung organisasi buruh skala nasional, sejak saat itu pula keduanya
menjadi aktor utama yang merepresentasikan gerakan buruh.

KCTU dan FKTU serta pemimpinnya pun tergolong sudah dia-
kui secara nasional. Keduanya pun bahkan menjadi organisasi yang

dipercaya untuk mewakili buruh dalam komisi tripartit dan juga men-
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jadi motor penggerak aksi buruh. Kinerja mereka tentu berpengaruh
terhadap partai yang dibentuk oleh organisasi buruh. Data per tahun
2014 menunjukkan jumlah anggota FKTU yakni 843,173 anggota,
sedangkan anggota KCTU mencapai 631,415 anggota (MOEL 2014).
Dipilihnya Kwon Young Khil, yang merupakan ketua KCTU kemu-
dian dipilih menjadi ketua KDLP, tentu membuktikan bahwa adanya
pengakuan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi buruh
dalam politik. Namun, sejak terjadinya faksi-faksi baik dalam organisasi
dan internal partai, persoalan tersebut nampaknya turut berpengaruh
terhadap eksistensi gerakan buruh.

Gerakan buruh Korea Selatan pada dasarnya tidak hanya menja-
dikan isu ekonomi yang menjadi masalah bagi buruh saja. Organisasi
gerakan buruh Korea Selatan juga turut serta berupaya membawa isu-
-isu politik yang menjadi masalah Korea Selatan juga. Hal ini seperti
yang dicantumkan pada pernyataan KCTU bahwa basis gerakan KCTU
selain perihal terkait persoalan buruh, mereka juga menyatakan seba-
gai gerakan sosial untuk demokrasi, reformasi sosial untuk masyarakat
sipil dan berupaya membangun kekuatan politik baru di Korea Selat-
an. Gagasan ini kemudian dapat dikaitkan dengan kesuksesan KDLP
pada pemilihan umum parlemen nasional tahun 2004. Keberhasilan
KDLP sebagai partai buruh yang terpilih dalam pemilihan umum yang
demokratis, tentu membuktikan adanya kepercayaan terhadap partai
buruh untuk dapat membawa perubahan bagi Korea Selatan. Namun,
dampak dari perubahan struktur ekonomi politik Korea Selatan khu-
susnya pasca tahun 1997 secara tidak langsung menyebabkan kapasi-
tas mereka menjadi lemah. Gerakan buruh Korea Selatan kemudian
menjadi fokus pada masalah ekonomi khususnya yang terkait dengan
persoalan buruh saja.

Partai buruh Korea Selatan sempat aktif dalam mengawal isu-isu
lainnya seperti pada tahun 2002 ketika partai yang dibentuk KC'TU
dan FKTU turut aktif mengadvokasikan amandemen undang-undang
pemilihan umum. Selain itu juga, pada tahun 2004 terlihat bahwa aksi
kolektif buruh mulai bergerak ke isu sosial politik lainnya terkait res-

pons terhadap Perang Irak, isu reunifikasi Korea Utara, desakan untuk

Published by Ul Scholars Hub, 2018

23



Jurnal Politik, Vol. 3, Iss. 2 [2018], Art. 2
222 JURNAL POLITIK, VOL. 3, NO. 2, FEBRUARI 2018

pendanaan donasi sosial oleh pebisnis, dan amandemen National Se-
curity Law (Lee & Lim 2006, 330). Akan tetapi sebagaimana menurut
Lee dan Lim (2006) bahwa hal tersebut tidak menjamin keberlanjutan
partai buruh di Korea Selatan. Persoalan baru muncul sebagai dampak
dari penangan krisis ekonomi 1997 yang menuntut fleksibilitas pasar
tenaga kerja. Perubahan hubungan industrial pun menyebabkan inter-
vensi negara berkurang, sehingga seperti menurut Nugrahen (2015, 57)
bahwa adanya perubahan bargaining position buruh sebagai implikasi
dari kesepakatan penanganan krisis ekonomi tahun 1997 dengan IMF
yang juga berpengaruh terhadap kebijakan perburuhan yang merugi-
kan buruh. Hal tersebut membuat eksistensi organisasi gerakan buruh
Korea Selatan serta pemimpinnya dalam skala nasional juga menjadi
sulit untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara luas. Lalu,
masih terdapat pula anggapan jika FKTU dipandang cenderung le-
bih pro dengan kebijakan pemerintah (Ryu, wawancara e-mail pada 12
Juni 2017). Akan tetapi menurut penulis hal tersebut lebih dikarenakan
status FK'T'U sebagai legacy union, sehingga sulit untuk melepas citra
tersebut. Terlebih kemudian adanya fakta bahwa pada pemilihan umum
tahun 2004 bahwa anggota FKTU memilih KDLP dan juga adanya
kesamaan sikap FK'TU dan KCTU pada beberapa isu, nampaknya ang-
gapan tersebut tidak menjadi persoalan yang cukup berarti bagi kinerja
partai buruh.

Reputasi partai buruh yang dianggap tidak merepresentasikan ke-
pentingan kelompok buruh juga tidak terlepas dari adanya masalah
faksi-faksi dalam internal partai buruh. Pada kasus KDLP misalnya,
KCTU yang merupakan penggagas dari pembentukan partai buruh
ini justru dalam perkembangannya kemudian tidak memiliki penga-
ruh dalam partai. Hal ini kemudian dibuktikan dengan akhir perju-
angan KDLP yang kemudian fokus hanya pada masalah reunifikasi
Korea Utara. Persoalan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pada
KDLP dalam persiapan pemilihan umum tahun 2004 dan setelahnya.
Kegagalan KDLP pada pemilihan umum parlemen nasional tahun
2000 membuat KDLP kemudian berupaya untuk fokus untuk meng-

gabungkan buruh dan petani dalam melawan kapitalisme, melakukan
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pengorganisasian gerakan untuk melakukan reunifikasi Korea Utara
dan mengurangi kontrol pengaruh Amerika Serikat, melindungi usaha
mikro, kecil dan menengah, serta mengkampanyekan perubahan da-
lam sistem pemilihan umum (Byung Ho, dalam Pidato 2004). Namun
sebagai akibat dominasi kelompok nasionalis kiri dalam internal KDLP
membuat partai ini kemudian fokus dengan isu reunifikasi Korea Utara.
Akibatnya, gagasan sosialisme demokrat yang diusung dalam pemilihan
umum belum mampu diimplementasikan. Gerakan buruh pun pada
akhirnya terbilang belum menjadi aktor yang cukup signifikan dalam
membawa kepentingan masyarakat sipil lainnya, sehingga mereka pun

belum dapat memperluas basis dukungan mereka.

PERSOALAN MOBILISAST SUMBER DAYA KEKUATAN
INTERNAL GERAKAN BURUH KOREA SELATAN

Organisasi gerakan buruh Korea Selatan tergolong sebagai organisasi
yang otonom. Meskipun FKTU dibentuk oleh pemerintah era rezim
otoritarian, namun pasca tahun 1987 menunjukkan adanya gejala per-
ubahan untuk menjadi organisasi buruh yang independen. Kesadaran
untuk melakukan pembaruan internal dalam FKTU dikarenakan mere-
ka sadar akan kritik dari masyarakat terhadap FK'T'U pasca tahun 1987
yang mengancam posisi mereka sebagai satu-satunya federasi nasional
yang legal (Choi 2006, 54). Kemudian dengan sejarah pembentukan
KCTU serta reputasinya sebagai organisasi buruh yang akar rumput,
membuktikan bahwa memang organisasi buruh Korea Selatan inde-
penden. Menjadi sangat penting bagi sebuah gerakan agar otonom atau
mandiri, dalam arti tidak ada pengaruh atau pun berada dalam kontrol
negara dan partai politik (Collins 2006). Hal ini dibutuhkan agar gerak-
an buruh dapat bebas membawa kepentingan mereka sendiri serta tidak
mudah diarahkan oleh aktor lainnya. Hal ini dapat dilihat pada aksi
kolektif buruh dalam memprotes kebijakan pemerintah. Seperti ketika
mereka terlibat dalam mendesak desakan amandemen undang-undang
pemilihan umum pada tahun 2004 dan upaya mendorong amandemen
National Security Law. Selain itu dapat dilihat juga saat partai buruh
bergabung dengan aksi candlelight bersama masyarakat sipil lainnya
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dalam memprotes kebijakan impor daging sapi Amerika Serikat tahun
2008 (Oh 2012) dan sikap KCTU, FKTU dan partai buruh dalam me-
nentang rencana pemerintah pada tahun 2014 yang akan melakukan
amandemen undang-undang perburuhan yang merugikan buruh (Lee
2015). Dari kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa partai buruh
di Korea Selatan bersifat otonom. Namun, hal tersebut tidak cukup
menjamin bagi keberlanjutan partai buruh setelahnya.

Pada komponen identitas, struktur internal dan sumber daya ma-
terial gerakan buruh Korea Selatan terdapat sejumlah persoalan yang
kemudian menyebabkan strategi politik elektoral mereka pasca tahun
2004 kemudian belum dapat efektif. Agar gerakan dapat berhasil da-
lam kompetisi elektoral, dibutuhkan adanya kesamaan identitas yang
kuat dan identitas yang menguntungkan gerakan sosial (Collins 2006).
Identitas kolektif gerakan buruh Korea Selatan bersandarkan pada ga-
gasan ideologi sosialisme demokrat. Ketika mereka membentuk partai
pun partai buruh menjadi representasi dari partai kelompok kiri di
Korea Selatan. Namun, dalam perkembangannya pasca tahun 2004,
faksi-faksi yang terjadi dalam internal gerakan buruh dan partai me-
nyebabkan partai pada akhirnya didominasi oleh kelompok faksi radikal
sosialis. Sedangkan, jika kita melihat stuktur kesempatan politik Korea
Selatan, tentu gagasan ini dianggap tidak relevan bagi elemen kelom-
pok masyarakat lainnya. Gerakan buruh harus dapat membangun atau
membentuk identitas yang menguntungkan mereka dalam arena politik
elektoral atau identitas mereka haruslah bersifat inklusif agar mereka
mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat sipil lainnya. Hal
ini dapat dikaitkan dengan pengalaman gerakan adat di Amerika Latin
harus memiliki identitas yang kuat, di mana dapat dilihat melalui seja-
rah pembentukan mereka (ibid, 56). Dari penjelasan Collins (ibid, 57),
dapat dipahami bahwa meskipun sebuah gerakan memiliki identitas
“primordial” atau identitas yang menjadi dasar gerakan mereka, namun
mereka harus bisa juga membangun identitas baru yang ditujukan un-
tuk dapat memperluas dukungan dan membuat program kebijakan yang
menjadi representasi kepentingan kelompok lainnya.
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Menurut Kim (2012) bahwa pada kasus Korea Selatan secara ekono-
mi negara tersebut memang diuntungkan dengan sistem kapitalisme,
sehingga menjadi tantangan bagi KDLP yang mengusung gagasan so-
sialisme. Upaya mereka dalam mewujudkan program kebijakan mereka
juga dibatasi oleh dominasi partai-partai lainnya di parlemen. Konseku-
ensi dari posisi partai buruh sebagai partai minoritas membuat mereka
harus dapat membangun aliansi dalam parlemen. Sedangkan, di dalam
parlemen juga didominasi oleh partai konservatif dan partai liberal.
Belum lagi dalam internal gerakan buruh dan partai juga kemudian
didominasi oleh kepentingan kelompok sosialis radikal yang didukung
oleh kelompok nasionalis kiri (Kim 2012, 203). Dominasi faksi Nati-
onal Liberation yang didukung oleh kelompok sosialis radikal di satu
sisi menyebabkan KDLP pada akhirnya kemudian menjadi fokus pada
isu masalah reunifikasi Korea Utara saja. Sedangkan, di satu sisi lain,
adanya implementasi dari kebijakan National Security Law yang mem-
batasi kebebasan berekspresi masyarakat dalam politik, tentu membuat
mereka harus berhati-hati dalam menyusun strategi politik mereka.
Skandal UPP pada tahun 2014, seharusnya dapat menjadi pelajaran
bagi gerakan buruh dalam menyusun strategi politik mereka. Terlebih
jika kita membandingkan kekalahan parta sosialis di Korea Selatan
yang muncul pada era demokrasi (1987-1999), bahwa kekalahan tersebut
dipengaruhi oleh dominasi kelompok nasionalis kiri yang mendukung
gagasan marxist-lenin (Kim 2012, 198).

Melihat kesuksesan Britain Labor Party (BLP) yang dapat me-
menangkan pemilihan umum pada tahun 1997 setelah sebelumnya
parlemen Inggris dikuasai Partai Konservatif, hal tersebut dapat di-
maknai juga tidak terlepas dari keberhasilan partai dalam melakukan
pembaharuan dalam internal partai. Tony Blair ketika menjabat se-
bagai ketua BLP memutuskan untuk mentransformasi partai melalui
amandemen Clause 1V, sehingga sejak saat itu terjadi pergeseran dari
Old Labor Party menjadi New Labor Party. Hal tersebut turut terjadi
juga pada Partai Sosialis Demokrat di Jerman yang berada pada situasi
ekonomi dan politik yang sama dengan Inggris, sehingga di bawah

kepemimpinan Schroder juga melakukan reformasi internal partai
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menjadi kiri-tengah. Transformasi tersebut mengacu pada hasil studi
Kleden (2004) dikarenakan dalam internal partai terdapat kelompok
reformis yang menyadari pentingnya untuk memperbaharui ideologi
partai. Selain itu juga, dapat dilihat bahwa adanya perubahan konstelasi
ckonomi dan politik global yang menuntut liberalisasi ekonomi. Dari
kasus tersebut dapat dimaknai bahwa pentingnya peran ideologi yang
menjadi identitas partai untuk dapat mendukung keberhasilan partai
dalam kompetisi politik elektoral. Mengingat seharusnya ketika sebuah
gerakan membentuk partai, maka mereka harus juga memperhatikan
apa yang menjadi kepentingan bagi kelompok masyarakat secara luas,
bukan hanya basis massanya saja.

Mengacu pada tulisan Kim (2012), kegagalan transformasi partai
buruh dari partai radikal sosialis menjadi partai sosialisme demokrat
telah menyebabkan partai buruh di Korea Selatan harus menghadapi
kegagalan. Maka, menjadi penting bagi partai buruh Korea Selatan
untuk dapat melakukan pembaharuan ideologi mereka di mana hal ter-
sebut tidak hanya ditujukan agar dapat memenangkan kursi parlemen
saja, tetapi juga untuk dapat menjangkau isu yang menjadi kepenting-
an masyarakat sipil lainnya serta sejalan dengan persoalan kesempat-
an politik yang mereka hadapi. Terlebih pengalaman partai buruh di
Korea Selatan memperlihatkan bahwa meskipun KDLP merupakan
partai buruh yang membawa perjuangan demokrasi bagi kelas pekerja.
Namun faktanya partai ini kemudian dalam perkembangannya justru
didominasi oleh kelompok radikal sosialis yang didukung oleh kelom-
pok nasionalis kiri (Kim 2012, 203-204), sehingga gagasan sosialisme
demokrat yang menjadi identitas dari gerakan buruh ini terlihat dike-
sampingkan. Dibutuhkan kesamaan identitas antara partai dan gerakan
di mana identitas tersebut juga dapat merepresentasikan identitas dari
kelompok lainnya (Collins 206, 465-466).

Selain itu adanya perubahan struktur ekonomi dan politik Korea
Selatan membuat partai buruh tidak hanya dapat mengandalkan basis
buruh pabrik saja. Kondisi tersebut sama halnya dengan kondisi situasi
yang dihadapi oleh partai buruh di Inggris pada tahun 1997 dan juga

partai sosialisme demokrat di Jerman. Mereka harus dapat dukungan
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dari elemen kelompok masyarakat sipil lainnya dan membangun aliansi
dengan partai tengah, dalam hal ini yakni partai liberal. Oleh karena
itu, selama transformasi tersebut tetap dapat mengakomodir kepenting-
an buruh yang didukung dengan mempertahankan hubungan organik
antara partai dan organisasi gerakan buruh, serta memberikan peluang
bagi partai untuk memperluas basis dukungan, maka transformasi terse-
but kiranya tidak mengancam identitas partai. Perubahan tersebut tidak
serta merta menandakan bahwa Partai Buruh mendukung neoliberal-
isme karena menurut Giddens (2000, 51-52) bahwa perdebatan antara
kiri dan kanan tetap ada dan diwujudkan dengan pandangan berbeda
dari kelompok sosial demokrat yang tetap mendorong peningkatan ke-
sejahteraan, sedangkan kelompok neoliberal memberikan dukungan
yang minimal terhadap kesejahteraan.

Ketidakefektifan strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Se-
latan pasca tahun 2004 juga memperlihatkan bahwa adanya permasa-
lahan dalam struktur internal gerakan buruh dan juga partainya. Da-
lam internal pengorganisasian gerakan buruh misalnya, jika memban-
dingkan internal organisasi KCTU dan FKTU, maka KCTU tergolong
lebih demokratis dibandingkan FKTU. KCTU tergolong mengadopsi
model demokrasi partisipatoris, sedangkan organisasi FK'T'U lebih ber-
sifat hierarki atau sejalan dengan konsep demokrasi prosedural (Choi
2006, 155). Hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan partai oleh
FKTU yang tergolong singkat serta tanpa melalui kongres, sedangkan
KCTU dalam membentuk KDLP melalui rangkaian kongres yang pan-
jang (ibid, 89). Bahkan diketahui bahwa terdapat sejumlah anggota
FKTU yang lebih mendukung KDLP saat itu, dan juga FKTU dirasa
belum merepresentasikan kepentingan serikat lokal (ibid, 248), schingga
melihat kesuksesan partai yang dibentuk KCTU tersebut membuktikan
bahwa dengan organisasi yang demokratis mereka dapat berhasil dalam
politik elektoral. Karena hanya dengan model organisasi yang demokra-
tis, hubungan antara pemimpin dan anggotanya dapat berjalan dengan
komunikatif sehingga gerakan pun dapat menjadi organisasi gerakan
yang sifatnya akar rumput (Collins 2006, 58-59). Hal tersebut dapat

berpengaruh untuk mendapatkan dukungan bagi partai gerakan sosial.
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Kesuksesan struktur internal organisasi tidak hanya dilihat dari as-
pek relasi jalinan adanya komunikasi antara pemimpin dan anggota-
nya saja, tetapi juga perlu diperhatikan bagaimana kepemimpinan dan
implementasi dari prinsip akuntabilitas. Persoalan faksi yang terjadi
dalam organisasi dan berimplikasi pada partai dapat diartikan bahwa
adanya persoalan dalam kepemimpinan. Faksi yang terjadi pada KCTU
yaitu faksi National Faction, the Central Faction, dan the Field Faction
menyebabkan buruh sulit menyatukan kepentingan kolektif mereka.
(Lee et,al 2008, 130). Selain itu faksi-faksi yang terjadi dalam partai
buruh pun juga tidak terlepas dari persoalan kepemimpinan yang ada
pada internal buruh itu sendiri. Kwon Yong Khil yang merupakan pe-
mimpin dari KCTU, justru ketika memimpin KDLP pasca tahun 2004
memilih untuk bergabung dalam faksi National Liberation dengan fo-
kus memperjuangkan masalah reunifikasi Korea Utara dan anti Ame-
rika (Hellman 2011, 45). Dibutuhkan kapabilitas seorang pemimpin
organisasi untuk mengatasi konflik yang terjadi pada strategi politik
gerakan sosial (Munck 1995, 608). Perihal faksi dalam internal partai
buruh memang telah terjadi sejak lama. Adanya kelompok nasionalis
kiri yang bergabung dengan gerakan buruh dan partai buruh menjadi
salah satu penyebab mengapa terjadi faksi dalam internal organisasi
buruh. Namun, melihat konflik ini baru memuncak pada tahun 2008,
maka dapat dikatakan bahwa sebelumnya pemimpin partai mengatasi
persoalan internal partai sechingga tidak memicu terjadinya perpecah-
an. Adanya masalah kepemimpinan ini juga turut berpengaruh pada
ketidakmampuan gerakan buruh untuk membangun jaringan. Selain
itu, diperlukan pula konfigurasi antara aktor pemimpin gerakan dengan
elite politik lainnya yang dimana hubungan ini tetap didasari dengan
kepentingan gerakannya atau dalam hal ini gerakan buruh (Diani 1997,
140).

Persoalan terkait internal organisasi gerakan buruh Korea Selatan
juga tidak terlepas dari struktur ekonomi dan politik yang ada. Hal
tersebut turut pula berimplikasi terhadap perkembangan gerakan bu-
ruh Korea Selatan. Kebijakan reformasi ekonomi Kim Dae Jung (Shin
2012, 212) telah benar-benar mengubah struktur kelas pekerja di Korea

https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol3/iss2/2
DOI: 10.7454/jp.v3i2.1087



Pratiwi: Strategi Politik Elektoral Gerakan Buruh di Korea Selatan (2004-2
STRATEGI POLITIK ELEKTORAL GERAKAN BURUH DI KOREA SELATAN 229

Selatan. Seperti perihal kebijakan fleksibilitas tenaga kerja misalnya,
yang di antaranya memunculkan sistem perekrutan tenaga kerja kontrak
atau tidak tetap tentu turut berpengaruh terhadap buruh yang berseri-
kat. Konsekuensi dari adanya status pegawai kontrak ini menyebabkan
fragmentasi dalam kelas pekerja, serta mengurangi solidaritas pekerja
(Shin 2012, 213). Terlebih dalam organisasi gerakan buruh sendiri fokus
pada isu-isu terkait pekerja tetap saja. KCT'U diangap kurang begitu
fokus dengan masalah pekerja tidak tetap, padahal jumlahnya semakin
bertambah (Ryu, Wawancara E-mail pada 12 Juni 2017). Tidak menghe-
rankan jika kemudian jumlah buruh yang berserikat di Korea Selatan
tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan gerakan buruh menjadi
lemah dalam melawan kebijakan neoliberalisme (Shin 2012, 223).

Gerakan buruh Korea Selatan pada era demokrasi juga kemudian
dihadapi oleh adanya skandal korupsi yang melanda organisasi buruh
yang dimana hal tersebut menjadi ancaman bagi keberlanjutan partai
buruh (Lee & Lim 2006, 328). Skandal korupsi yang melanda orga-
nisasi buruh ini menunjukkan bagaimana mereka tidak menjalankan
prinsip akuntabilitas. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi gerakan buruh. Dalam ka-
itannya dengan strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan,
masalah skandal korupsi ini setidaknya dapat berpengaruh terhadap
basis dukungan partai buruh dalam pemilihan umum. Dengan adanya
persoalan tersebut turut berpengaruh terhadap upaya mereka dalam
memperluas basis dukungan.

Dan terakhir, merujuk pada studi Collins (2006, 71) bahwa pen-
tingnya untuk melihat rekam jejak gerakan sosial dalam merespon
kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan
konstituennya saja. Hal ini dikarenakan karakteristik partai gerakan
yang secara ideologi dan juga sumber daya tidak terikat dalam relasi
klientelistik, maka untuk mempertahankan basis massa, mereka harus
menawarkan suatu hal yang lain di mana hal ini terkait dengan rekam
jejak mereka dalam membawa kepentingan masyarakat (ibid, 72-73).
Pada kasus gerakan buruh Korea Selatan kita bisa lihat bahwa pada

awalnya gerakan buruh meskipun identitas mereka didasari identitas
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kelas pekerja, tetapi mereka juga turut menyuarakan kepentingan ma-
syarakat lainnya seperti masalah demokrasi dan reformasi sosial. Se-
perti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa gerakan buruh terlibat
aktif dalam Pemberontakan Sipil Juni 1987, aksi menentang kebijakan
penanganan krisis ekonomi tahun 1997. Kemudian bersama dengan
partai buruh kemudian mereka juga terlibat aktif dalam mendorong
amandemen undang-undang pemilihan umum dan National Security
Law dan respon terhadap Perang Irak.

Namun pasca tahun 2004, gerakan buruh terlihat menjadi kembali
fokus hanya dengan isu-isu tertentu, khususnya yang terkait dengan
kepentingan buruh saja. Para pemimpin organisasi buruh belum mem-
pertimbangkan masalah ekonomi nasional, mereka hanya lebih terta-
rik untuk memenangkan konflik faksi-faksi yang terjadi dalam serikat
buruh (Lee, Chung & Jang 2008, 129). Sebagaimana menurut Collins
(2006), bahwa seharusnya partai buruh terlibat dan juga fokus dalam
isu-isu lainnya agar dapat memperluas basis dukungan pemilih partai
gerakan. Isu reunifikasi Korea Utara memang tergolong sebagai isu
nasional, namun berkaca pada pembubaran UPP pada tahun 2014 serta
berkaca pada kegagalan partai-partai sosialis yang sebelumnya telah
ada di Korea Selatan (Kim 2012), seharusnya mereka tidak terlalu fokus
dengan isu ini. Mereka pun juga kini menghadapi kekuatan kelompok
konservatif yang tentu membuat mereka sulit membawa isu tersebut.
Dengan adanya faksi-faksi dalam internal organisasi gerakan buruh,
tentu isu mengenai reunifikasi Korea Utara lebih dikarenakan kepen-
tingan salah satu faksi, bukan kepentingan organisasi gerakan buruh
secara menyeluruh sehingga mereka pun kurang mendapat dukungan
masyarakat secara luas.

Selain itu, buruh juga kini menghadapi persoalan perubahan ta-
tanan pereckonomian global di mana pasar bebas membuat pengusaha
dapat membuka perusahaan di negara lain tentu menjadikan posisi
Mereka menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja di mana
wewenang tersebut kini dikuasai oleh pengusaha. Implikasi dari adopsi
kebijakan neoliberalisme menyebabkan buruh berhadapan langsung
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dengan pengusahan karena negara tidak lagi dapat aktif mengintervensi
penyelesaian konflik antara buruh dengan pengusaha. Konsekuensi
tersebut menyebabkan buruh menjadi tidak lagi leluasa dalam bertin-
dak karena posisi mereka yang lemah dengan ancaman pemutusan
hubungan kerja (Nugrahen 2015, 35). Secara tidak langsung, fleksibi-
litas pasar tenaga kerja juga turut menyebabkan jumlah buruh yang
berserikat cenderung menurun karena status pekerja yang kini tidak
hanya status pekerja tetap saja, tetapi juga terdapat pekerja paruh waktu
dan pekerja tidak tetap.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa fragmentasi dalam kelas
pekerja juga telah membuat mereka menjadi tidak lagi begitu militan
dan menjadi abai dengan isu-isu sosial lainnya. Dengan beragamnya
divisi pembagian kelas pekerja yang berkembang saat ini, seharusnya
gerakan buruh dapat mengakomodir kelompok kelas pekerja secara me-
nyeluruh. Atau dengan kata lain, gerakan buruh harus mampu mebuat
program yang inklusif. Terlebih persoalan yang dihadapi oleh buruh
di Korea Selatan juga kini terkait dengan status pekerja tidak tetap,
meningkatkan upah minimum, kesetaraan upah antara perempuan dan
laki-laki, persoalan terkait jam kerja dan ancaman pemutusan hubung-
an kerja (Ryu, Wawancara E-mail 12 Juni 2017). Seharusnya dengan
perkembangan beragamnya divisi kelas pekerja di Korea Selatan, ge-
rakan buruh dapat membuat program agenda gerakan yang mengarah
pada isu yang menjadi kepentingan masyarakat sipil lainnya, seperti
misalnya pada perihal jaminan sosial. Jika gerakan buruh dapat me-
mahami sumber daya apa yang dibutuhkan masyarakat, maka mereka
dapat memperluas basis dukungan yang dapat berpengaruh terhadap

keberhasilan partai mereka dalam politik elektoral.

KESIMPULAN

Mengacu pada fakta-fakta yang terjadi dalam dinamika strategi politik
elektoral gerakan buruh Korea Selatan pasca tahun 2004 menunjuk-
kan bahwa strategi tersebut cenderung tidak efektif. Hal tersebut dika-
renakan struktur kesempatan politik Korea Selatan tergolong belum
menguntungkan bagi gerakan buruh dan mobilisasi sumber daya yang
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mereka miliki tergolong cenderung lemah. Faktor mobilisasi sumber
daya gerakan buruh menjadi faktor yang cukup dominan menyebabkan
kondisi tersebut dapat terjadi karena era era demokrasi pada dasarnya
telah membuka ruang bagi gerakan buruh untuk terlibat langsung da-
lam proses politik. Hal ini dikarenakan menurut penulis pada periode
tahun 2000-2014, menunjukkan bahwa persoalan kesempatan politik
yang dihadapi oleh gerakan buruh masih sama, yakni terkait masalah
regionalisme yang masih mewarnai dalam politik, dampak kebijakan
ekonomi neoliberalisme yang diberlakukan sejak tahun 1997 dan ma-
salah National Security Law. Oleh karena itu, hambatan pada struktur
kesempatan politik kiranya dapat diatasi oleh gerakan buruh dengan
memaksimalkan mobilisasi sumber daya mereka.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan konsistensi dari KCTU dan FKTU
untuk meningkatkan strategi politik elektoral melalui keberadaan partai
buruh. Keberadaan partai buruh yang memiliki hubungan organik de-
ngan organisasi gerakan buruh sangat penting agar partai buruh tidak
hanya menjadi sekedar representasi simbolik buruh saja. Dan untuk
mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pengorganisasian internal ge-
rakan buruh yaitu dengan mobilisasi sumber daya yang mereka miliki.
Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa urgensi gerakan buruh untuk
mengembangkan strategi politik elektoral ini bukan berarti menjadi-
kan mereka hanya harus fokus dalam menggunakan strategi politik
elektoral saja. Sebagaimana penjelasan Arief Budiman (1987), bahwa
perjuangan politik yang dilakukan oleh sebuah kelompok harus tetap
menyeimbangkan strategi mobilisasi massa mereka karena strategi ini
turut menjadi strategi penting bagi mereka dalam mengadvokasikan
kepentingan mereka diluar politik formal. Dengan adanya dua strategi
gerakan buruh ini, maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin bagi
gerakan buruh untuk tampil sebagai kekuatan politik baru pada era
demokrasi Korea Selatan.
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